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ABSTRAK 

 Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah 

diamanatkan bahwa negara memilki peran dalam membangun dan memajukan  

kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Dalam hal membangun dan memajukan 

kesejahteraan umum tersebut, Bank memiliki peran penting. Hal tersebut didasari 

pada usaha bank, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit. Salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank 

adalah Jaminan Fidusia. Seiring berjalannya waktu, terhadap pemberian Jaminan 

Fidusia mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah 

dapatnya Hak Kekayaan Intelektual dijadikan sebagai objek jaminan, khususnya Hak 

Cipta. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka timbul masalah dimana apakah bank akan 

menerima Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia? Bagaimana bank melakukan 

penilaian terhadap Hak Cipta yang akan dijadikan objek Jaminan Fidusia? 

Bagaimana bank akan mengeksekusi Hak Cipta apabila pihak penjamin atau debitur 

cidera janji? Ketiga hal tersebutlah yang menjadi permasalahan dalam penjaminan 

Hak Cipta dalam Jaminan Fidusia dan untuk menjawab ketiga permasalahan 

tersebut dilakukan penelitian di ketiga jenis bank, yaitu Bank Perkreditan 

Kertamulia, Bank Tabungan Negara dan Bank CIMB Niaga Bandung. Hasil 

dilapangan membuktikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit yang objek 

jaminannya adalah Hak Cipta, tidak berjalan. Penilaian terhadap Hak Cipta juga 

tidak dapat dipastikan berapa nilai yang dapat diberikan terhadap Hak Cipta. 

Kesulitan eksekusi juga membuat Hak Cipta tidak dapat diterima sebagai objek 

Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, dalam hal pemberlakuan aturan Hak Cipta dapat 

dijadikan objek Jaminan Fidusia perlu ada kebijakan lebih lanjut terhadap 

peraturannya dan penentuan nilai yang dapat diberikan terhadap Hak Cipta yang 

dijadikan jaminan serta kemudahan eksekusi terhadap Hak Cipta apabila pihak 

debitur cidera janji.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah 

diamanatkan bahwa negara memilki peran dalam membangun dan memajukan  

kesejahteraan umum masyarakat Indonesia1. Dalam hal membangun dan memajukan 

kesejahteraan umum tersebut, negara membentuk sebuah lembaga yang dikenal 

sebagai lembaga perbankan. Perbankan memiliki andil besar dalam membangun dan 

memajukan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam bagian menimbang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan2. Perbankan membentuk sebuah badan usaha yang dikenal dengan bank 

untuk melaksanakan pembangunan dan memajukan kesejahteraan umum masyarakat 

Indonesia.  

Bank memiliki pengertian sebagai berikut : badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak3. Berdasarkan pengertian yang terdapat di 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank 

memiliki fungsi untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Meningkatkan taraf 

hidup orang banyak tersebut dilakukan dengan memberikan sebuah kredit. Dalam 

buku Hukum Perbankan karangan Sentosa Sembiring dipertegas kembali mengenai 

                                                           
1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790   
3 Id, Pasal 1 angka 2  



fungsi bank itu sendiri. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa kredit dilakukan dalam 

rangka mewujudkan fungsi dari bank, yaitu meningkatkan taraf hidup orang banyak4. 

Pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana 

yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat 

pembayaran baru berupa uang giral, sehingga dalam hal ini peran bank dalam 

pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sangatlah penting5.  

Maka daripada itu, bank memiliki usaha untuk menghimpun dana dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam pemberian 

kredit tersebut, pemberian kredit  didasarkan pada sebuah perjanjian. Menurut Sri 

Gambir Melati Hatta, perjanjian kredit merupakan suatu bentuk kontraktual dalam 

penuangannya6. Perjanjian yang dimaksudkan dalam pemberian kredit itu adalah 

perjanjian antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitur. 

Perjanjian antara bank dengan nasabah peminjam harus berdasarkan perjanjian 

tertulis. Hal tersebut dikarenakan dalam pemberian kredit, bank memakai dana yang 

telah terhimpun dan dana yang terhimpun tersebut merupakan dana masyarakat yang 

terhimpun di dalam sebuah bank, sehingga dalam pemberian kredit bank harus 

memiliki prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian itu diperlukan oleh bank, 

dikarenakan pemberian kredit yang diberikan oleh bank menggunakan dana 

masyarakat yang telah terhimpun.  

Selanjutnya banyak jenis kredit yang diberikan oleh bank, salah satunya 

adalah Jaminan Fidusia. Terhadap Jaminan Fidusia diatur secara khusus di dalam 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pengertian 

daripada Fidusia itu sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 

                                                           
4 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, Bandung, 2012, hlm., 1 
5 Id 
6 Id, hlm, 192 



tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda7. Sedangkan pengertian Jaminan 

Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang 

tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani 

hak tanggungan8. Ciri khas Jaminan Fidusia adalah benda yang dijadikan jaminan 

tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia, sehingga Jaminan Fidusia sangat 

digemari oleh para debitur9. Fidusia dapat memberikan manfaat ganda, di mana pihak 

debitur masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari-hari 

dan pihak kreditur lebih praktis mempergunakan prosedur peningkatan fidusia, serta 

bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan 

seperti pada lembaga gadai10. Dalam Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak 

kepemilikan, akan tetapi hak kepemilikannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

Pengalihan hak kepemilikan dilakukan dengan cara constitutum possessorium. Ini 

berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan 

atas benda tersebut dimaksud untuk kepentingan penerima fidusia11. Pengalihan hak 

kepemilikan dalam fidusia semata-mata sebagai jaminan pelunasan utang, bukan 

untuk seterusnya dimiliki oleh pihak penerima fidusia. Objek yang dapat dijadikan 

sebagai objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dimiliki dan dialihkan 

kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak 

berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak. 

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam 

Bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia12.  

Pengertian mengenai benda ada di dalam Pasal 499 KUHPerdata. Dalam Pasal 

499 KUHPerdata dijelaskan, menurut paham undang-undang yang dinamakan 

                                                           
7 Id, hlm, 220 
8 Id 
9 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, PT.Alumni, Bandung, 2014, hlm., 13   
10 Sri Soedawi Mascjhun Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia Di Dalam 
Praktik dan Perkembangan di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, hlm., 75   
11 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm., 129  
12 Id, hlm, 135 



kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak 

milik13. Benda pun dibagi ke dalam benda tetap dan benda tidak tetap. Untuk benda 

tidak tetap dapat dibagi lagi yakni benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda 

yang dijadikan sebagai jaminan harus dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi, 

dan mudah dicairkan yang nilainya minimal besarnya dengan jumlah utang. Benda 

yang dijadikan sebagai jaminan juga perlu didasarkan pada prinsip kehati-hatian. 

Benda tersebut didasarkan kepada penilaian agunan yang disediakan. Penilaian 

tersebut didasarkan kepada watak (character), kemampuan (capacity), modal 

(capital), prospek usaha (condition of economy) dari nasabah debiturnya14. Hal 

tersebut yang membuat bank dapat memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Hal 

tersebut dikarenakan dalam memberikan kredit bank mengggunakan dana yang telah 

terhimpun, sehingga bank membutuhkan hal tersebut. Hal ini juga berlaku dalam 

pemberian Jaminan Fidusia.  

Seiring berjalannya waktu, terhadap pemberian Jaminan Fidusia mengalami 

perkembangan. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah dapatnya Hak 

Kekayaan Intelektual dijadikan sebagai objek jaminan, khususnya Hak Cipta. Hal 

tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan 

objek daripada Jaminan Fidusia15. Perkembangan yang dapat dilihat adalah 

perkembangan dari benda berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan menjadi 

benda tidak berwujud. Hal tersebut didasarkan pada Hak Kekayaan Intelektual, 

khususnya Hak Cipta adalah benda tidak berwujud.  

Pengertian daripada Hak Cipta itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 

                                                           
13 Supra no. 4, pada 212 
14 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm., 71 
15 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 
5599 



Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif yang 

timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diciptakan. Selain itu terdapat pengertian 

bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan dan 

memperbanyak hasil ciptaannya16. Dalam hak eksklusif tersebut, seorang pencipta 

memiliki nilai ekonomi. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta pun mengatur mengenai Hak Ekonomi untuk Hak Cipta. Hak Ekonomi 

yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut adalah manfaat daripada karya atau hasil 

ciptaan dari pemegang Hak Cipta itu sendiri. Dengan kata lain pemegang Hak Cipta 

dapat memperoleh hasil ekonomi berupa uang dari orang yang menggunakan karya 

atau ciptaan yang dihasilkan oleh pemegang Hak Cipta tersebut, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Hak Cipta dapat dinilai dengan uang. 

Hal mengenai Hak Cipta dapat dinilai dengan uang yang membuat Hak Cipta 

dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam Jaminan Fidusia. Selanjutnya, penulis 

mencoba melihat pelaksanaan peraturan ini di lapangan. Apakah peraturan ini 

berjalan ataukah tidak. Maka penulis mencoba mengangkat masalah ini kedalam 

penulisan hukum yang akan dilakukan penulis kepada ketiga bank yang akan 

dijadikan subjek penelitian, yaitu : Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia yang 

berlokasi di Jl. HOS Cokroaminoto (Pasirkaliki) 156, Bank Tabungan Negara 

Bandung yang berlokasi di Jl. Jawa No. 7, dan Bank CIMB Niaga Bandung yang 

berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 2. 

Penulis akan mengangkat masalah ini dengan judul :  

PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA PADA OBJEK HAK CIPTA  

(PENELITIAN DI BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTAMULIA, BANK 

TABUNGAN NEGARA BANDUNG DAN BANK CIMB NIAGA BANDUNG)  

1.2 Rumusan Masalah 

                                                           
16 Lindsey, Damian, Butt dan Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT.Alumni, Jakarta, 
2006, hlm., 6 



Berdasarakan latar belakang diatas, penulis memiliki rumusan masalah yang 

akan dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penulisan hukum ini. Adapun 

rumusan masalah yang akan dijadikan rumusan masalah oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah Bank akan menerima jaminan yang berupa benda bergerak tidak 

berwujud, yang dalam hal ini Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang 

akan dijaminkan oleh debitur? 

2. Bagaimana penilaian bank terhadap objek jaminan fidusia yang objeknya 

adalah Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta? 

3. Bagaimana eksekusi Hak Cipta sebagai objek dalam Jaminan Fidusia, melihat 

Hak Cipta masuk sebagai kriteria benda bergerak tidak berwujud?  

1.3 Tujuan Penelitian    

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis memiliki 

tujuan untuk penulisan hukum ini. Adapun tujuan dilakukannya penelitian oleh 

penulis adalah sebagai berikut:  

1.  Untuk menjelaskan apakah peraturan mengenai pemberian Jaminan Fidusia 

pada Hak Cipta ini dilakukan atau berjalan di lapangan. Sehingga dapat 

diketahui apakah peraturan mengenai pemberian Jaminan Fidusia pada Hak 

Cipta berjalan atau tidak berjalan di lapangan; 

2. Untuk mengetahui bagaimana bank yang dijadikan subjek penelitian 

melakukan penilaian terhadap objek jaminan fidusia yang objeknya Hak 

Cipta. Penilaian ini dapat dilihat dari sisi hukum atau peraturan yang berlaku 

dan dari sisi ekonominya; 

3. Untuk mengetahui bagaimana cara mengeksekusi benda yang masuk ke dalam 

kriteria benda bergerak tidak berwujud khususnya Hak Cipta, melihat wujud 



atau bentuk dari Hak Cipta tidak terlihat dan nilai dari Hak Cipta tidak dapat 

dipastikan.  

1.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah metode 

penelitian yang yuridis sosiologis. Pengertian daripada metode yuridis sosiologis 

adalah hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan 

variabel-variabel sosial yang lain17. Penelitian mengacu kepada norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta bagaimana norma hukum itu 

dilaksanakan dalam masyarakat atau dengan kata lain penulis mencoba melihat 

efektivitas suatu undang-undang.  

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 16 ayat 3. 

Penulis melihat bagaimana peraturan tersebut berjalan di lapangan. Oleh karena itu, 

penulis memakai metode yuridis sosiologis. Metode ini dipilih oleh penulis 

dikarenakan untuk melihat dari sisi hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Dalam 

memperoleh data, penulis akan melakukan studi langsung dengan mewawancarai 

subjek penelitian.  

Subjek penelitian yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah 

Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia yang berlokasi di Jl. HOS Cokroaminoto 

(Pasirkaliki) 156, Bank Tabungan Negara Bandung yang berlokasi di Jl. Jawa No. 7, 

dan Bank CIMB Niaga Bandung yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 2. Ketiga 

bank tersebut dijadikan oleh penulis sebagai koresponden dalam memperoleh data 

yang pasti mengenai bagaimana peraturan tersebut dijalankan serta bagaimana 

peraturan perundang-undangan tersebut dapat membuat masyarakat tertib hukum. 

                                                           
17 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, P.T Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2013, hlm., 133 



Selain itu penulis mencoba melihat perbandingan antara realitas hukum dengan ideal 

hukum. 

Selanjutnya, metode analisis yang dilakukan oleh penulis adalah metode 

analisis kualitatif. Metode analisis ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara 

langsung dari hasil di lapangan18. Dengan cara melakukan metode analisis ini, penulis 

berharap hasil yang dihasilkan akan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis 

yang dilakukan adalah terhadap Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta agar dapat berlaku secara efektif di dalam masyarakat, khususnya di dalam 

usaha perbankan di Kota Bandung. 

Selanjutnya untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis memakai dua 

sumber hukum. Kedua sumber hukum itu terdiri dari :  

1. Sumber Hukum Primer 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan sumber 

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan data lapangan19. Melalui 

peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis, penulis dapat 

memperoleh hasil yang lebih valid yang artinya penelitian yang dilakukan telah 

sesuai dengan yang seharusnya atau dengan kata lain melalui sumber hukum primer 

ini, penelitian ini dapat dikatakan yuridis soisologis. Selain daripada itu, sumber 

hukum primer dapat menghasilkan hasil penelitian yang semakin tinggi. Semakin 

tinggi yang dimaksudkan disini adalah hasil penelitian yang dilakukan akan dapat 

dipertanggungjawabkan dan hasilnya akan sesuai dengan yang seharusnya. 

Peraturan yang digunakan dalam sumber hukum primer ini adalah Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah 

                                                           
18 https://lazuardiranger.wordpress.com/2011/04/11/15-metode-analisis-data-penelitian-kualitatif/. 
Diakses 14 Maret 2016. 
19 Supra no. 17, pada 133 

https://lazuardiranger.wordpress.com/2011/04/11/15-metode-analisis-data-penelitian-kualitatif/


Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia. Peraturan tersebut digunakan oleh penulis untuk 

memperoleh dasar hukum yang pasti terhadap penelitian yang dilakukan penulis. 

Selain daripada peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis 

sebagai sumber hukum primer, penulis juga menggunakan hasil dari lapangan. Hasil 

dari lapangan ini dapat diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada bank 

yang dijadikan subjek penelitian. Ketiga bank tersebut adalah Bank Perkreditan 

Rakyat Kertamulia yang berlokasi di Jl. HOS Cokroaminoto (Pasirkaliki) 156, Bank 

Tabungan Negara Bandung yang berlokasi di Jl. Jawa No. 7, dan Bank CIMB Niaga 

Bandung yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 2. Hal tersebut dilakukan oleh 

penulis untuk dapat memperoleh hasil yang akurat. Selain daripada itu, melalui 

wawancara langsung, dapat diketahui apakah peraturan mengenai pemberian Jaminan 

Fidusia kepada objek Hak Cipta berjalan atau tidak berjalan. 

2. Sumber Hukum Sekunder 

Sumber hukum sekunder yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah 

Buku, artikel dalam jurnal ilmiah, karya ilmiah dari para sarjana dan sebagainya20. 

Sumber hukum sekunder yang digunakan memiliki beberapa keunggulan, yaitu 

memiliki isi, sifat yang luas serta memiliki kaitan yang erat terhadap penelitian. Hal 

tersebut dikarenakan agar pembaca dapat lebih muda untuk mengerti daripada hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Dalam rangka memberikan kejelasan terhadap apa yang akan diuraikan di 

dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis akan membaginya ke dalam 

lima bab. Gambaran terhadap masing-masing bab adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

metode di dalam penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini juga, penulis berharap 

pembaca mengerti secara abstrak mengenai isi daripada penelitian ini.  

BAB II HAK CIPTA 

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai Hak Cipta secara umum dan Hak Cipta 

secara khusus. Hak Cipta secara umum dimulai dari sejarah dan perkembangan Hak 

Cipta itu sendiri. Hak Cipta secara khusus berbicara mengenai Hak Cipta di 

Indonesia, khususnya mengenai peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai Hak 

Cipta. 

BAB III JAMINAN FIDUSIA DALAM USAHA PERBANKAN  

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai pengertian daripada Perbankan terlebih 

dahulu yang selanjutnya akan membahas mengenai Jaminan Fidusia dan diakhiri 

dengan praktek Jaminan Fidusia di dalam usaha Perbankan. Hal tersebut dilakukan 

agar terlihat jelas bagaimana Jaminan Fidusia itu berjalan di dalam usaha Perbankan.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari hasil 

wawancara terhadap ketiga bank, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia yang 

berlokasi di Jl. HOS Cokroaminoto (Pasirkaliki) 156, Bank Tabungan Negara 

Bandung yang berlokasi di Jl. Jawa No. 7, dan Bank CIMB Niaga Bandung yang 

berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 2. Setelah memaparkan hasil penelitian maka harus 

dilakukan analisis. Analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang 

terdapat dalam penelitian ini.  

 

 



 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai akhir dari penelitian yaitu kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan yang dimaksudkan adalah hasil akhir dari penelitian. Sedangkan 

saran adalah solusi atau masukan untuk hasil akhir penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




